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A. Latar Belakang Masalah

Seorang pekerja atau karyawan merupakan salah satu komponen yang
sangat penting untuk mengembangkan sebuah perusahaan atau instansi, pekerja
bisa dikatakan sebagai tulang punggung dari perusahaan karena membawa
peranan penting untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Hubungan
antara keduanya baik perusahaan dan juga pekerja sebenarnya saling
ketergantungan. Di satu sisi, pekerja sangat membutuhkan perusahaan sebagai
tempat mereka bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, disisi lain perusahaan pun sangat membutuhkan kontribusi dari para
pekerja untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Oleh sebab itu,
dalam memulai suatu pekerjaan perusahaan atau isntansi  harus
menginformasikan atau bahkan menawarkan beberapa perjanjian yang dibuat
demi kenyamanan kedua belah pihak. Sehingga antara pekerja dan perusahaan
dapat tercipta simbiosis ‘mutualisme atau hubungan saling menguntungkan.
Apabila dalam melakukan pekerjaannya para pekerja tidak diberikan perjanjian
sebelum memulai bekerja, maka akan banyak terjadi kesalahan komunikasi dan
ketidak jelasan dalam melangsungkan sebuah pekerjaan. Begitupun sebaliknya
apabila sebelum mulai bekerja, para pekerja ditawarkan dan diinformasikan
mengenai peraturan, mekanisme pekerjaan sesuai standar operasional prosedur,
dan perjanjian-perjanjian lain yang harus diatur para pekerja mampu

menjalankan pekerjaannya dengan maksimal dan totalitas



sehingga akan tercipta sinergitas antar pekerja dan perusahaan yang mampu

memberikan dampak positif bagi kemajuan keduanya.

Indonesia mempunyai banyak jumlah penduduk usia produktif. Meskipun
lapangan pekerjaan di Indonesia masih terbilang kurang, karena tidak seimbang
dengan jumlah angkatan kerjanya, namun Indonesia dapat dikatakan sebagai
negara yang potensial bagi penyediaan lapangan kerja maupun penyediaan
tenaga kerja. Produktivitas di Indonesia yang tergolong tinggi dapat menjadi
sebuah keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dengan banyaknya jumlah usia
produktif atau jumlah angkatan kerja, seharusnya Indonesia mempunyai
banyak masyarakat yang produktif yang mampu untuk bekerja serta berpotensi
meningkatkan pembangunan nasional melalui tenaga kerja di usia produktif

tersebut.

Tabel 1.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Golongan Umur dan
Jenis Kegiatan (Februari 2018)

Angkatan Kerja Presentase
Bekerja Penganggur Jumlah AK % Angkatan
an Bekerja/AK FLGIT
1) (2) @) (4) (®) (6)
15-19 5.199.139  1.124549  6.323.688 82,22 28,44
20-24 | 13.145.679 2.470.185  15.615.864 84,18 71,69
25-29 14.874.877 1.191.722  16.066.599 92,58 76,18
Dipindahkan



Pindahan

1) (2) 3) (4) ) (6)
30-34 | 15.377.431  652.483  16.029.914 95,93 76,11
35-39 | 15.894.155 | 395.285 | 16.289.440 97,57 80,86

40-44 | 15.531.832 318.975 15.850.807 97,99 83,17
45-49 | 14.004.278 255.978 14.260.256 98,20 82,62
50-54 | 11.791.085 206.844 11.997.929 98,28 80,62
55-59 | 8.875.208 156.382 9.031.590 98,27 74,13
60+ 12.374.151 98.861 12.473.012 99,21 51,15
Total | 127.067.835 | 6.871.264 | 133.939.099 | 94,87 69,20

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Diolah peneliti, 2019

Telah diketahui dari hasil data diatas jumlah angkatan kerja di Indonesia
sangat banyak, namun tidak semudah itu untuk mengoptimalkan potensi dari
angkatan kerja untuk kemajuan bangsa, tantangannya adalah persaingan tenaga
kerja yang semakin ketat setiap tahunnya. Di awal tahun 2015 Dunia sedang
memasuki persaingan global. Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin
meningkat setelah negara-negara di Asean menggagas sebuah konsep baru
yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi
dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan
terintegrasinya pasar Asean menjadi satu, maka keuntungan yang akan didapat
salah satunya adalah akses yang lebih luas dan lebih mudah untuk bekeja di
negara-negara ASEAN. Pekerja terdidik dan tersertifikasi dari Indonesia bebas
untuk memilih bekerja di Negara anggota Asean, tenaga terampil Indonesia
akan lebih terserap di luar negeri, adanya konsep asar bebas Asean

memungkinkan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebuthan lainnya



akan lebih murah karena ketersediaan barang lebih banyak, sektor wirausaha
terbuka lebar, bahan baku industri akan lebih beragam baik dari sisi harga
maupun jenis barangnya. Namun yang menjadi sorotan dari konsep pasar bebas
Asean ini adalah hanya calon-calon pekerja yang terampil, memiliki skill atau
kemampuan, dan tersertifikasi lah yang mampu bersaing dengan calon pekerja
lain yang ada di kawasan Asia Tenggara, jadi tidak ada istilah pekerja yang asal-
asalan yang mampu bersaing di pasar bebas Asean. Dari aspek ketenagakerjaan,
terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja, diantaranya
adalah para pekerja lebih bebas untuk memilih tempat bekerja karena tersedia
lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian mereka masing-
masing. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari
pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan. MEA
juga menjadi kesempatan yang dinanti-nanti bagi para wirausahawan untuk
mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria dan spesialiasi yang diinginkan.
Namun disamping beberapa keuntungannya, hal ini pun tidak lepas dari
beberapa risiko ketenagakerjaan, di. Indonesia. Diantaranya adalah banyak
produk luar yang masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah, jika
keadaan ini dibiarkan akan mematikan produk-produk lokal, karena masyarakat
cenderung membeli produk-produk luar dengan alasan kualitas lebih baik
dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Akhirnya
banyak pelaku usaha di dalam negeri yang tutup dan mengalami kerugian
bahkan kebangkrutan usaha, jika sudah terjadi seperti ini maka jumlah

pengangguran akan semakin bertambah. Indonesia atau lebih khususnya Jawa



Barat yang merupakan salah satu Provinsi besar di Indonesia akan kebanjiran
barang-barang selundupan dan illegal. Tidak menutup kemungkinan akan ada
pendatang gelap, keadaan ini sebenarnya bisa diatasi bila sistem administrasi
kependudukan dijalankan dengan benar, karena administrasi kependudukan
bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, agar pengelolaan informasi
dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik mampu berjalan dengan

baik, sehingga tidak ada lagi pendatang gelap yang masuk ke Indonesia.

Resiko selanjutnya seperti yang telah diketahui bersama di Indonesia dalam
segi pendidikan masih terbilang minim. Dengan kondisi seperti ini tentu tenaga
kerja akan sulit bersaing dengan tenaga kerja yang memiliki latar belakang
pendidikan tinggi, padahal pendidikan merupakan unsur yang penting dalam
upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di tingkatan
lokal, Asean atau bahkan global. Berbagai upaya telah dilakukan oleh
pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan penduduk, diantaranya
dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar yang semula hanya 6 tahun
kini ditingkatkan menjadi- wajib'belajar pendididkan ‘dasar 9 tahun (sampai
SMP/SLTP). Program tersebut akan berdampak pada sebagian besar penduduk
yang bekerja dan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah (SD dan
SMP). Padahal pendidikan memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan
ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas
kerja. Pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari prodiktivitas setiap

individu. Jika setiap individu memiliki produktifitas yang tinggi, maka tidak



menutup kemungkinan penghasilan yang akan didapat pun tinggi. Pendidikan

formal sebagai suatu investasi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

Tabel 1.2
Angka Partisipasi Sekolah di Jawa Barat

2016 2017
7-12  13-15 16-18 19-24 7-12 13-15 16-18 19-24

99.54 9341 65.82 20.37 99.51 93.77 66.62 21.50

Sumber : Badan Pusat Statistik. Diolah peneliti, 2019

Terlihat jelas dari data tabel di atas bahwa jumlah partisipasi sekolah
masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Jawa Barat masih terbilang
minim karena belum mencapai prosentase 100%. Itu artinya tidak semua
masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat mampu mengenyam bangku
pendidikan. Hal ini menjadi risiko ketenagakerjaan yang baru, dengan
minimnya taraf pendidikan masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia
akan lebih sulit untuk mencari pekerjaan di negara sendiri karena bersaing
dengan calon-calon pekerja se-Asia Tenggara:. Melihat kondisi ketenagakerjaan
tersebut, Indonesia harus memikirkan secara serius permasalahan ini untuk
mengejar ketertinggalan, salah satunya dengan pemerataan pembangunan
ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan

taraf hidupnya dengan cara konsentrasi pada pendidikannya.

Organisasi Perburuhan Dunia yakni International Labour Organization
(ILO) pun menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja professional akan naik

41 % atau sekitar 14 juta mulai dari pertengahan tahun 2015. Dengan



diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka akan banyak
membawa pengaruh bagi angkatan kerja Indonesia. Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang
sebelumnya menghalangi pengrekrutan tenaga kerja asing. Salah satu yag
menjadi kendala dalam permasalahan tenaga kerja adalah pemberlakuan sistem
tenaga kerja kontrak / PKWT. Dalam menghadapi issue global mengenai
Masyarakat Ekonomi Asean ini, para tenaga kerja merasa dirugikan apabila
sistem kontrak ini tetap diberlakukan. Para tenaga kerja jadi tidak memiliki
kepastian dalam urusan pekerjaan mereka, setelah habis masa kontrak mereka
bisa saja langsung diberhentikan kemudian kesulitan lagi untuk mencari
pekerjaan baru karena kendala usia yang semakin tahun semakin meningkat dan

kendala pesaing yang semakin bertambah setiap tahunnya.

Pasal 59 nomor 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menjelaskan: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaannya akan 'selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya

b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun

c) pekerjaan yang bersifat musiman

d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan



Sudah jelas dikatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa perusahaan
boleh mempekerjakan pekerja dengan sistem kontrak sesuai dengan peraturan
yang berlaku, misalnya jenis pekerjaan yang sedang diproduksi oleh perusahaan
tersebut merupakan jenis pekerjaan yang sekali selesai atau musiman.
Sementara kenyataan yang terjadi ,masih banyak persoalan seputar
ketenagakerjaan yang sifatnya normatif. Kondisi para pekerja diperparah
dengan kebijakan-kebijakan yang dirasa belum berpihak pada para pekerja.
Tentu permasalahan ini merupakan masalah yang sangat mendasar dan selalu
menjadi tuntutan para pekerja kepada pemerintah di setiap demonstrasi-
demonstrasi yang melibatkan buruh didalamnya. Dalam setiap kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah, pro dan kontra merupakan hal yang lumrah terjadi.
Namun dalam pemberlakuan kebijakan mengenai sistem tenaga kerja kontrak
ini, banyak pihak-pihak yang merasa di rugikan. Sehingga sampai saat ini pun

permasalahan mengenai tenaga kerja kontrak belum menemukan solusinya.

Peraturan yang membahas tentang ketenagakerjaan tidak berhenti hanya
sebatas Undang-Undang saja, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun
mengeluarkan peraturannya yang tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Trasnmigrasi Nomor 100 Tahun 2004. Dalam keputusan tersebut,
dijelaskan apa saja jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk
mempekerjakan pekerja dengan sistem tenaga kerja kontrak atau yang sering
disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT. Adapun sesuai dengan
yang tertera pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

100 tahun 2004 Bab II tentang “PKWT untuk Pekerjaan yang Sekali Selesai



atau Sementara Sifatnya yang Paling Lama 3 Tahun” pada pasal 3 dijelaskan

sebagai berikut :

(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama
3 (tiga) tahun.

(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat
dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada
saaat selesainya pekerjaan.

(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus
dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu
namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat
diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

Data hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh
Internasional (International Labor Organization/ILO) menunjukkan bahwa
jumlah pekerja atau buruh berstatus tetap hanya tinggal 35% dari 33 juta buruh
formal di Indonesia. Padahal lima tahun lalu jumlahnya mencapai 70 persen,
artinya saat ini sebanyak 65% adalah buruh dengan status outsourcing atau
buruh kontrak. Jelas akan memberikan banyak sekali dampak buruk untuk
angkatan kerja umumnya yang ada di Indonesia, dan khususnya bagi angkatan

kerja yang berada di daerah Jawa Barat. Salah satu dampak yang akan terjadi



misalnya tidak adanya kepastian kerja, kesejahteraan dan perlindungan bagi
pekerja kurang, tidak mendapat kompensasi jika sudah di PHK, terjadinya
stratifikasi di perusahaan, mematikan potensi atau karir yang dimiliki para
pekerja sampai pada sulitnya mencari lahan pekerja karena para angkatan kerja
setiap tahunnya semakin meningkat. Jika pasar kerja tidak siap untuk
menampung mereka, maka terjadilah peningkatan pengangguran secara terus
menerus. Hal ini terjadi tidak sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar,
dimana lahan pekerjaan semakin tahun semakin berkurang. Badan Pusat
Statistik mendata tingkat penggangguran terbuka di Jawa Barat adalah sebagai

berikut :

Tabel Data 1.3

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 ‘

Feb Agst Feb Agst Feb Agst Feb Agst Feb Agst Feb Agst
10.57 10.33 10.01 9.96 9.84 9.08 8.88 9.16 8.66 8.45 8.40 8.72

Sumber : Badan Pusat Statistik. Diolah peneliti, 2019

Data tersebut menyatakan bahwa setiap tahunnya Provinsi Jawa Barat
mengalami penurunan terhadap jumlah pengangguran terbuka. Namun
meskipun begitu, prosentase angkanya masih termasuk dalam angka yang
cukup tinggi untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat. Hal ini
jelas perlu dilakukan evaluasi oleh para pemangku jabatan. Menurut Nanang
(2015), Evaluasi kebijakan setidaknya memiliki dua tugas utama yaitu untuk

menilai sejauh mana program mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan
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atau tidak dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan
berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya Sementara
itu di sebuah daerah yang termasuk Jawa Barat yaitu Kabupaten Bekasi yang
merupakan daerah penyangga ibukota menjadi magnet bagi penduduk daerah
lain untuk migrasi dan mencari pekerjaan, sehingga akan terjadi kompetensi dan
persaingan antara para imigran dan penduduk Bekasi. Kesenjangan antara
jumlah lapangan pekerjaan membuat masalah ketenagakerjaan di Kabupaten

Bekasi semakin kompleks.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bekasi

Tahun Presentase
(1) (2)
2010 9.03
2011 9.33
2012 7.92
2013 7.17
2014 6.79
2015 10.03

Dipindahkan

Pindahan

(1) (2)
2016 -
2017 10.97

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi. Diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada kenyataannya di Kabupaten Bekasi setiap

tahunnya mengalami peningkatan dalam hal pengangguran terbuka. Artinya,
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pemerintah setempat belum dapat menangani salah satu masalah
ketenagakerjaan karena jumlah yang diperlihatkan melalui tabel setiap
tahunnya sangat signifikan.

Tabel 1.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bekasi

2011 63.15

2012 62.30
A

2014 61.28

2015 63.17

2017 61.26

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi. Diolah peneliti, 2019.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja
(TPAK) di Kabupaten Bekasi masih terbilang tinggi, adapun tingkat partisipasi
angkatan kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan
gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-
hari merujuk pada suatu ‘waktu dalam periode survei yang telah ditentukan.
Permasalahan terjadi pada implementasi-atau pelaksanaannya. Di Cikarang
Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar se Asia
Tenggara, masih ada beberapa perusahaan yang patuh menjalankan mekanisme
dan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlakukan pemerintah,
namun ada juga perusahaan yang berusaha untuk mengakali peraturan itu demi
meraup sebanyak-banyaknya keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena pada
dasarnya perusahaan ingin mempertahankan status pekerja sebagai pekerja

kontrak dan outsourcing dengan memanfaatkan kelemahan Undang-Undang.
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Sehingga para pengusaha mendapatkan banyak keuntungan. Adapun beberapa
alasan yang digunakan oleh perusahan untuk tetap mempertahankan status

pekerja kontrak adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan tidak perlu repot untuk membayar biaya pesangon apabila
pekerja kontrak tersebut telah habis masa kerjanya

2. Perusahaan dapat sewaktu-waktu memberhentikan pekerja kontrak yang
dianggap tidak produktif

3. Perusahaan tidak perlu memperhatikan secara maksimal tentang
kesejahteraan para pekerja kontrak

4. Apabila para pekerja kontrak didapat dari penyalur kerja, maka
perusahaan dapat dengan mudah melimpahkan kesejahteraan pekerja
melalui penyalur tersebut

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Bab VIII

Hubungan Kerja Pasal 44 pun disebutkan bahwa :

(1) Perjanjian kerja untuk' waktu - tertentu. tidak dapat diadakan untuk

pekerjaan yang bersifat tetap.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya

akan selesai dalam waktu tertentu,yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
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b. Perjanjian Kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

c. pekerjaan yang bersifat musiman; dan

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti adalah bertempat di Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, rupanya Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 bermasalah dalam segi pelaksanaannya yang
belum maksimal dan dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam Undang-
Undang. Beberapa perusahaan yang tidak mematuhi setiap peraturan-peraturan
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki alasan dan berbagai
macam faktor penyebabnya. Baik dari kebijakan pemerintah yang dirasakan
tidak memihak kepada perusahaan dan lebih mementingkan pekerja, lemahnya
regulasi  hukum - atau = perundang-undangan . yang,  mengatur tentang
ketenagakerjaan, pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan besar, pihak-
pihak eksternal yang sengaja memanfaatkan situasi ini demi kepentingan
politis, dan beberapa faktor lain yang dapat memicu adanya permasalahan ini.
Mengingat akan hal tersebut, demi menjalankan tugasnya sebagai pekerja yang
mampu berperan aktif untuk pengembangan perusahaan, pihak-pihak terkait
harus memberikan perhatian lebih kepada para pekerja. Seperti hak akan

jaminan kesehatannya, upah minimum yang di dapatkannya harus sesuai dan
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seimbang dengan jam kerja serta mengikuti peraturan yang telah berlaku,
melakukan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian
dan kesepakatan awal, mempekerjakan warga lokal terlebih dahulu sebelum
mempekerjakan warga asing, dan hak-hak lainnya yang harus didapatkan oleh
para pekerja agar kelangsungan hidup pekerja dapat terjamin dan dapat
dilakukan sehari-hari guna mempertahankan produktifitas dan kestabilan
perusahaan. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti
memfokuskan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang sistem tenaga kerja

kontrak / Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

C. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian permasalahan diatas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Tenaga kerja kontrak yang bekerja di perusahaan sekitar Kabupaten
Bekasi merasa keberatan apabila sistem kontrak tetap diberlakukan
dengan alasan tidak mendapatkan kepastian kerja dan dapat mematikan
jenjang karir

2. Masih banyak perusahaan di Kabupaten Bekasi yang tidak menjalankan
mekanisme perusahaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh

Pemerintah
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3. Banyak perusahaan di Kabupaten Bekasi yang tidak melakukan
mekanisme kerja sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh
Pemerintah dengan alasan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
peneliti merumuskan masalah penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan sistem tenaga kerja kontrak yang terdapat di
perusahaan sekitar Kabupaten Bekasi ?
2. Bagaimana langkah pemerintah dan perusahaan dalam menyikapi kasus
seputar tenaga kerja kontrak di Kabupaten Bekasi
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari sistem tenaga kerja kontrak yang
terdapat di Perusahaan sekitar Kabupaten Bekasi
2. Untuk mengetahui' langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan
perusahaan dalam menyikapi permasalahan seputar tenaga kerja kontrak
F. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoretis
a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan
Ilmu Administrasi Publik khususnya dibidang ketenagakerjaan
b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya

2. Secara Praktis
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Penelitian ini merupakan implementasi dari teori-teori yang telah
diterima oleh peneliti selama perkuliahan, juga sebagai sarana peningkatan
wawasan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.
G. Kerangka Pemikiran

Suatu kebijakan publik dibuat untuk mengatasi dan menjawab permasalah
maupun hambatan yang berada di masyarakat sekitar. Kebijakan publik dibuat
dengan berbagai cara agar semua orang bertindak sesuai dengan aturan atau
tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah agar kehidupan bermasyarakat
lebih terarah dan teratur. Kebijakan publik dapat juga dikatakan sebagai bagian
dari proses administrasi publik yang bertujuan untuk mengatasi dan menjawab

masalah yang dihadapi masyarakat.

Seberapapun banyaknya suatu kebijakan tanpa adanya pelaksanaan atau
implementasi itu tidak akan berarti sama sekali. Ibaratnya implementasi itu cara
untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Karena pada prinsipnya setiap
kebijakan publik harus ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan Publik merupakan suatu tahapan yang sangat penting
karena merupakan suatu realisasi dari apa yang telah dirancang oleh pemerintah
untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat
membawa manfaat dan diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
Negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar kebijakan asal Afrika yaitu
Udoji, dalam Agustino (2006 : 154) mengatakan bahwa : “Pelaksanaan
kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting

daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar
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berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan”. Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2008:142)
mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari
kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model proses
implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya
tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan
pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang
dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin
diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial
yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan
lainnya. Van Meter dan VVan Horn dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi
bahwa proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan

yang dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mengeluarkan peraturan yang
membahas seputar permasalahan ketenagakerjaan. Peraturan tersebut tertuang
dalam Peraturan Daerah ‘Kabupaten ‘Bekasi- Nomor ‘4 tahun 2016 tentang
ketenagakerjaan. Dilihat dari tahun pembuatannya, maka Peraturan tersebut
seharusnya sudah berlangsung selama 2 tahun. Tugas dan wewenang dari
pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut ialah mengatur,
memfasilitasi, serta mengelola persoalan seputar ketenagakerjaan. Untuk
mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

itu, maka perlu dilakukan analisis mendalam. Dengan alasan tersebut, maka
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peneliti memilih untuk menggunakan teori yang dikemukakan oleh VVan Meter

dan Van Horn.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:155) menawarkan
karakteristik dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi
akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-
kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh
sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Kedua ahli ini menegaskan
pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak
merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Adapun dalam
Winarno (2012:159) terdapat enam variabel model yang ditawarkan oleh Van
Meter dan Van Horn. Ke enam variabel dapat mempengaruhi implementasi

kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ukuran-Ukuran Dasar dan Standar Tujuan Kebijakan
Ukuran-ukuran dan tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-
tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu,
ukuran-ukuran dasar dan tujuan merupakan bukti itu sendiri dan
dapat diukur ' dengan ‘mudah dalam: beberapa kasus. Misalnya
pemerintahberusaha menciptakan . beberapa lapangan pekerjaan
untuk para pengangguran dengan membuat beberapa proyek padat
karya. Naun demikian dalam banyak kasus kita menemukan
beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur
kinerja. Dua penyebabnya antara lain yang pertama mungkin
disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan
yang kompleks. Kedua mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan
dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan. Kadangkala kekaburan dalam tujuan-tujuan dan
ukuran dasar sengaja diciptakan oleh pembuat keputusan agar
menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang diserahi
tanggung jawab implementasi pada tingkat organisasi yang lain atau
sistem penyampaian kebijakan. Dalam menentukan ukuran
kebijakan dan sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-
pernyataan dari para pembuatan keputusan sebagaimana
direfleksikan dalam dokumen, seperti regulasi dan garis-garis
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pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja
kebijakan.

. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang
keberhasilan implementasi kebijakan . sumber yang dimaksud
mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong
dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam beberapa
kasus besar, besar kecilnya dana menentukan implementasi
kebijakan.

Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan
Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan
suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-
pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke
organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya
atau menyebarluaskannya baik dengan sengaja atau tidak sengaja.
Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh
kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan
oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-
ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dampak kondisi eonimi, sosial dan politik merupakan pusat
perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Faktor-faktor ini
mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian
badan-badan pelaksana

Kecenderungan pelaksana/impelementor

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran
dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting.
Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran
terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti
kegagalan suatu implementasi. kebijakan sering diakibatkan oleh
ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Para pelaksana
mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan
tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam
kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap
ukuran dan tujuan kebijakan akan menjadi pendorong bagi
implementasi kebijakan yang berhasil.

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang mungkin

dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal

mungkin akan mempunyai konsekuensi kecil dalam tahap selanjutnya.

Berdasarkan model implementasi kebijakan melalui enam variabel

implementasi kebijakan tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dan
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pendukung dalam implementansi kebijakan persoalan ketenagakerjaan.
Hambatan-hambatan tersebut diantaranya seperti hambatan dalam upaya
mengetahui ukuran standar tujuan kebijakan apakah sesuai atau tidak dengan
konsepsi yang telah disepakati dan dibahas sebelum proses implementasi,
penyediaan sumberdaya baik uang, manusia, dll. Karakteristik agen pelaksana
yang dimiliki setiap individu, sikap para pelaksana yang bermacam-macam
karakternya sehingga berbeda sikap akan berbeda pula dampak yang akan
dihasilkan, komunikasi antar organisasi yang harus berjalan dengan baik dan
secara terus menerus terpantau, serta dukungan dari lingkungan ekonomi,
sosial dan politik yang berkembang sesuai kondisi kenyataan di lapangan.
Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut peneliti dapat
mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi
hambatan tersebut agar hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan sebaik
mungkin. Cara ini menurut VVan Meter dan VVan Horn saling berhubungan satu
sama lain dan akan mampu mendeskripsikan serta membenarkan secara

singkat mengenai beberapa hubungan yang dihipotesiskan sebelumnya.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Model Implementasi Kebijakan VVan Meter
dan Van Horn dalam Winarno (2012:159)

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber-Sumber Kebijakan

3. Komunikasi antar Organisasi

Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi
Nomor 4 Tahun
2016

3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

21 6. Kecenderungan Pelaksana/Implementor




Dapat mengetahui  sejauh  mana
pelaksanaan kebijakan tentang
ketengakerjaan di Kabupaten Bekasi yang
tertuang dalam Perdaturan Daerah Nomor
4 Tahun 2016

H. Proposisi

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) yang dalam hal ini melibatkan tenaga kerja kontrak
didalamnya akan berjalan baik sesuai dengan harapan dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi dimensi-
dimensi berikut : Ukuran dan Tujuan Kebijakan yang jelas, Sumberdaya yang
kompeten dan memadai, Karakterstik Agen Pelaksana yang bijak dan
memperhatikan sasaran kebijakan, Sikap/kecenderungan (Disposition) para
pelaksanana yang bijak, Komunikasi antarorganisai dan Aktivitas Pelaksana

yang baik, Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik yang mendukung.
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